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ABSTRAK

Perlindungan Konsumen atas Informasi yang Tidak Sesuai dalam
Penawaran Barang oleh Pelaku Usaha yang Tercantum dalam Media Sosial

Salah satu perikatan yang timbul dari alih fungsi media sosial ini yakni perikatan
berbentuk jual beli secara online yang dikenal dengan e-commerce. Konsep e-
commerce menjadikan dasar timbulnya konsep pasar eletronik yang biasa dikenal
sebagai marketplace. Marketplace Facebook merupakan salah satu platfrom yang
mudah digunakan untuk transaksi jual beli online. Hanya dengan menuliskan
produk yang diinginkan maka akan banyak jenis barang yang ditampilkan dengan
harga yang paling murah hingga barang yang paling mahal serta terdapat barang
bekas yang masih layak pakai dan barang yang masih baru. Dengan adanya
banyak kemudahan yang didapat pada platfrom Marketplace Facebook, tidak
menutup kemungkinan bahwa konsumen mengalami banyak kerugian. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dan penyelesaian
sengketa atas informasi yang tidak sesuai dalam penawaran barang dari pelaku
usaha yang tercantum pada Marketplace Facebook. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan
hukum konsumen atas informasi yang tidak sesuai dalam penawaran barang dari
pelaku usaha, maka pelaku usaha dikenakan sanksi sanksi perdata masing-masing
berupa kompensasi, ganti rugi, atau sanksi pidana berupa denda dan penjara.
Selanjutya untuk penyelesaian sengketa atas informasi yang tidak sesuai dalam
penawaran barang dari pelaku usaha yang tercantum dalam media sosial dapat
dilakukan dengan mengembalikan produk atau pengembalian uang jika ditemukan
pada saat itu lalai dalam menyebabkan kerugian konsumen.

Kata Kunci : Konsumen, Media Sosial, Penawaran, Perlindungan
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BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
melalui internet telah membuat kegiatan masyarakat menjadi serba digital.
Kegiatan jual beli yang awalnya mengharuskan masyarakat berinteraksi
langsung sekarang sudah mengalami perubahan interaksi melalui dunia
maya. Semakin dikenal dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat,
internet menjadi berkembang dengan sangat pesat. Internet sekarang ini
sudah di manfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti
aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi serta berbagai aspek lainnya.
Hiburan menjadi salah satu hal yang menjadi kebutuhan manusia, salah satu
hiburan yang ditawarkan di internet adalah media sosial. Berdasarkan riset
oleh perusahaan media sosial di Amerika Serikat We Are Social. Indonesia
terdapat sekitar 200 juta pengguna aktif internet dan 170 juta pengguna aktif
media sosial yang semuanya ditotalkan dari berbagai platform yang ada di
Indonesia.! Platform tersebut di antaranya yakni Twitter, Facebook,
Youtube, Instagram, Tiktok, Whatsapp, Line, Pinterst, Telegram, Wechat,
Snapchat, Skype, Tumblr, Reddit, Linkdin. Semua media sosial tersebut

menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan hiburan.

' Simon Kemp, DIGITAL 2021: The Latest Insights Into The ‘State Of Digital,
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-202 1-the-latest-insights-into-the-state-of-
digital/, diakses 12 Desember 2021 pukul 21:48



https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/,
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/,

Seiring berjalannya waktu, platform tersebut di alih fungsikan yang
pada dasarnya menjadi sarana interaksi dua arah yang menghubungkan dua
atau lebih orang melalui obrolan dalam jaringan internet, media berbagi
video, media berbagi tulisan dan hal lain yang tidak menimbulkan suatu
perikatan menjadi sebuah sarana yang memungkinkan dua atau lebih pihak
yang dapat menimbulkan suatu perikatan.

Salah satu perikatan yang timbul dari alih fungsi media sosial ini
yakni perikatan berbentuk jual beli. Menurut Subekti jual beli adalah
kegiatan dimana para.pihak mengikatkan diri masing masing dimana satu
pihak yang memilih untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan
pihak lain memilih untuk.membayar harga yang telah diperjanjikan
sebelumnya.? Perikatan yang biasanya mengharuskan kedua belah pihak
untuk berinteraksi secara langsung ini mengalami perubahan dengan
terciptanya kegiatan jual beli yang dapat dilakukan secara on/ine atau daring.
Kegiatan jual beli yang mengalami perubahan menjadi basis elektronik ini
dikenal dengan istilah e-commerce (electronic commerce) yakni kegiatan
jual beli yang memanfaatkan.media internet.’. Dalam transaksi e- commerce
ini perlu diketahui bahwa untuk melakukan transaksi e-commerce para
pihak terikat kedalam suatu perjanjian yakni perjanjian jual beli. Perjanjian
jual beli ini dimaksudkan agar semua pihak yang membuat perjanjian
memiliki hak dan kewajiban masing masing, satu pihak berkewajiban untuk

menyerakan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban membayar

2 R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2000), him.79.
3 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung:PT.
Refika Aditama, 2004), him. 1.



harga yang telah diperjanjikan. Hak dan kewajiban para pihak tidak
langsung melekat kepada para pihak melihat perjanjian sendiri memiliki
syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Dalam Pasal 1320 KUH
Perdata menyatakan jelas syarat kepada para pihak agar dapat membuat
suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat, kecakapan, hal tertentu yang
diperjanjikan dan suatu sebab yang halal.

Kegiatan e- commerce mempermudah transaksi jual beli, baik dari
pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Kemudahan dalam hal
penawaran barang, konsumen yang tidak hanya di suatu wilayah tertentu
saja, tanpa modal besar karena tidak memerlukan lokasi yang strategis serta
toko yang mewah untuk menarik pembeli, metode pembayaran yang
beragam, dan masih banyak lainnya. Transaksi online melalui portal e-
commerce semakin populer digunakan di masyarakat dan hal iti dapat
dinilai sebagai perkembangan positif karena semakin mudah untuk
menghubungkan pelaku usaha atau pemiliki toko online dengan konsumen
saat ini.* Bagi konsumen itu sendiri, e-commerce memberikan banyak
kemudahan dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kemudahan
akses serta tidak ada waktu tertentu yang membatasi konsumen untuk
memilih barang yang diinginkan.

E- commerce ini secara umum diatur pada Kitab Undang-undang
Hukum Perdata selanjutnya disebut KUH Perdata, dalam Buku III tentang

Perikatan terkhusus pada Bab I sampai dengan Bab V, yang secara khusus

# Liany Dewi Sanjoto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik
Dalam Transaksi Melalui Marketplace, Jurnal Iimiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 2, April 2019,
him. 98



terkait transaksi jual beli online ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.
Didalam KUH Perdata Pasal 1457 jual beli diartikan sebagai suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik makna bahwa
jual beli merupakan penyerahan kebendaan yang diperjanjikan oleh pelaku
usaha kepada konsumen dan penyerahan uang yang telah disepakati
konsumen kepada pelaku usaha. Lalu secara khusus UU ITE mengartikan e-
commerce sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Pelaksanaan jual beli elektronik ini mengenal dua sistem penyerahan
harga/ uang sebagai bentuk pembayaran dalam bentuk Cash On Delivery
(COD). Sistem pembayaran COD adalah metode pembayaran yang
dilakukan pembeli ketika barang diterima oleh pembeli®. Dapat dijelaskan
bahwa ketika Pembeli menerima barang disaat itulah pembeli melaksanakan
kewajiban membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Lalu untuk
sistem pembayaran kedua adalah pelaku usaha yang harus bertanggung
memproses barang ke pihak selanjutnya atau melaksanakan tanggung jawab
mengantarkan barang ke pihak pembeli setela pembeli melakukan

pembayaran yang dikenal dengan sistem sistem Cash Before Delivery

5 Silviasari. “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-
Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”. M edia of law and sharia (Agustus 2020), hlm.
152.



(CBD) adalah sistem yang mengharuskan konsumen membayar terlebih
dahulu sebelum barang di proses. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan
tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat
digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.
Konsep e-commerce menjadikan dasar timbulnya konsep pasar
eletronik yang biasa dikenal sebagai marketplace. Marketplace dapat
diartikan sebagai suatu pasar tradisional pada umumnya. Untuk hal yang
menjadi pembeda yakni, pasar ini memiliki bentuk secara virtual atau
disebut dunia maya. Dengan kata lain Marketplace merupakan media sarana
bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli melalui sarana
digital. Untuk para pelaku usaha menjual produknya di website
tersebut, pelaku usaha hanya perlu memberikan informasi produk saja.
Peran pemilik marketplace adalah mempertemukan penjual dan pembeli di
platform digital yang di sediakan. Marketplace memanfaatkan berbagai
media sebagai sarana dalam melakukan kegiatan e-commerce ini. Sebagai
salah satu contoh dari media sarana ini adalah media sosial yang dijadikan
para pihak untuk bertemu dan membuat perjanjian jual beli secara online.
Terdapat berbagai media sosial yang sering diakses oleh pengguna media

sosial di Indonesia sebagai berikut: Twitter, Tiktok, Facebook, Youtube,

® Rini Yustiani, DKk, “Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi
Informasi”, Jurnal Ilmiah dan Komputer (KOMPUTA), Vol.6, No. 2, Oktober 2017, him. 43



Instagram, Tiktok, Whatsapp, Line, Pinterst, Telegram, Wechat, Snapchat,
Skype, Tumblr, Reddit, Linkdin.”

Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu sarana e-commerce tidak
luput dari dampak negatif. Mengingat transaksi jual beli ini dilakukan tanpa
adanya kontak fisik atau pertemuan secara langsung dan pihak konsumen
maupun pelaku usaha yang tidak saling mengenal sebelumnya, hak
konsumen dalam transaksi e- commerce ini sangat rentan di langgar yang
membuat pihak konsumen berada pada posisi tawar (bargaining position)
yang lemah. Hukum positif Indonesia mengakui adanya perlindungan para
pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini merupakan tujuan
diciptakannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Konsumen yang telah mengalami perubahan dalam beberapa pasalnya yang
sekarang menjadi menjadi Undang-Undang Nomor merupakan suatu
urgensi. Hak-hak konsumen ini telah diatur tersendiri didalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah
mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atas
perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK)). Hak terhadap konsumen ini

dijelaskan dalam Pasal 4 UUPK. Sebagai salah satu contoh adalah hak

7 Simon Kemp, Digital 2021: The Latest Insights Into The ‘State Of Digital,
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-202 1-the-latest-insights-into-the-state-of-
digital/, diakses 12 Desember 2021



https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/,
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/,

konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi dan
jaminan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha.®

Dalam konteks transaksi e-commerce, pelaku usaha berkewajiban atas
terpenuhinya hak-hak konsumen yang dituangkan dalam pasal 7 UUPK.
Selain kewajiban pelaku usaha, UUPK juga menjelaskan aspek hukum
perlindungan konsumen berupa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
dan tanggung jawab pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur
dalam Pasal 8 s/d Pasal 17 UUPK. Aspek ini dapat diberlakukan apabila
dapat dibuktikan bahwa barang dan/atau jasa yang ditawa melanggar
ketentuan ini. Kemudian mengenai aspek tanggung jawab yang berlaku bagi
pelaku usaha terjadi apabila konsumen menerima barang yang diperjanjikan
dan nyatanya barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang
diperjanjikan.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada penggunaan Facebook
sebagai media belanja online dikarenakan transaksi jual beli pada
marketplace Facebook hanya dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa
ada pihak ketiga yang menjembatani kegiatan transaksi dan melindungi
penjual dan pembeli dari berbagai kecurangan dalam transaksi.

Marketplace Facebook yakni salah satu media yang termasuk mudah
diadaptasi oleh segala kalangan. Hanya dengan menuliskan produk yang
diinginkan maka akan banyak jenis barang yang ditampilkan dengan harga

yang paling murah hingga barang yang paling mahal serta terdapat barang

8 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4
butir (3)



bekas yang masih layak pakai dan barang yang masih baru. Dengan adanya
banyak keuntungan yang dirasakan dalam pemanfaatan Marketplace
Facebook, tidak menutup kemungkinan akan adanya kerugian yang dialami
konsumen. Hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi secara langsung
sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian terhadap konsumen.
Konsumen sering kali mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan
ekspetasi seperti cacatnya suatu barang yang tidak sesuai dengan deskripsi
penjualan, kurangnya jumlah barang yang dikirimkan, dan barang yang
hilang pada saat pengiriman. Akan tetapi penjual tidak mau bertanggung
jawab dengan dalih alasan menyalahkan jasa pengiriman °.

Sebuah penelitian di Kota Magelang menemukan beberapa kasus
kecurangan yang dialami konsumen yang berbelanja melalui marketplace
Facebook . Ahmad Yusron membeli stroller bayi, namun produk yang
diterima memiliki rangka bengkok dan patah, sehingga tidak dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Kasus lain menimpa Ivan Rahmad, yang
memesan kemeja putih ukuran XL, tetapi menerima ukuran L. Karena
kecewa dan merasa dirugikan, Ivan akhirnya memilih berpindah ke platform
e-commerce lain, dikarenakan platform Facebook ini tidak mengatasi
masalahnya yang dialaminya. Diakrenakan lemahnya posisi konsumen
dibanding pelaku usaha menyebabkan sulitnya mendapatkan ganti rugi yang
sesuai. Kasus ketiga yaitu terjadi pada Doni Hermawan yang membeli

sepatu di Marketplace Facebook. Doni Hermawan membeli sepatu

® Ni Putu Trisna Widyantari dan A.A Ngurah Wirasila, “Pelaksanaan Ganti Kerugian
Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online”, Jurnal Kerta
Semaya, Vol 7, (2019) Hlm 7



bermerek Adidas Spezial dalam keadaan tidak ada cacat produk dalam
informasi di Marketplace Facebook. Setelah barang diterima, sepatu
tersebut dalam keadaan cacat produk yaitu pada outsole yang sudah robek.
Kasus selanjutnya terjadi pada Guntur Satria Jati yang membeli bendera
merah putih. Saudara Guntur membeli bendera dalam jumlah besar yaitu 86
bendera kecil berwarna merah putih. Ketika diterima saudara Guntur hanya
sebanyak 82 bendera saja'®.

Fenomena serupa juga terjadi di Jakarta. Seorang konsumen bernama
Mita membeli sepatu dari penjual di Facebook yang mengklaim produknya
asli, lengkap dengan foto meyakinkan dan harga lebih murah dari toko
resmi. Namun, setelah barang sampai, ternyata produk tersebut palsu (KW).
Saat Mita mengeluhkan hal ini di kolom komentar namun tidak
mendapatkan respon yang baik dari pelaku usaha tersebut.!!

Didalam kasus-kasus tersebut dapat ditelaah bahwa yang menjadi akar
permasalahan yakni pelaku usaha yang memberikan informasi tidak benar
atas barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak
konsumen oleh pelaku usaha yakni tidak menepati janji atas barang yang
telah ditawarkan dengan informasi yang telah diperjanjikan melalui media
sosial tersebut. Dikarenakan informasi terhadap barang menjadi aspek

penting bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Dikaitkan dengan hak

10 Igbal Galih, Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Konsumen Atas Transaksi
Jual Beli Online Melalui Marketplace Facebook Di Kabupaten Magelang. Universitas Negeri
Sunan Kaljaga. Yogyakarta. 2023

Il Oktaviyani. Herlina. Manik, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook. Journal of Civil and Bussiness Law 4(1). 2023 :
72-90
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konsumen yang diatur Pasal 4 huruf ¢ UUPK bahwa konsumen memiliki
hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dan sejelasnya atas
produk yang di tawarkan oleh pelaku usaha, UU ITE juga memberikan
ketentuan mengenai hal tersebut melalui Pasal 9 UU ITE yaitu: “Pelaku
usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Ketentuan pada pasal
tersebut juga memberikan jaminan atas hak konsumen untuk mendapatkan
informasi serta kondisi barang yang ditawarkan oleh pelaku dalam transaksi
melalui media elektronik. Meskipun demikian tetap diperlukan lagi
peraturan yang lebih ketat dan tegas lagi untuk menciptakan rasa aman bagi
konsumen.'?

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas penulis beranggapan
bahwa perlu adanya bentuk tulisan yang memberikan informasi bagaimana
perlindungan konsumen diterapkan melalui hukum positif di Indonesia
untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam ranah e-commerce. Maka
dari itu, tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum
Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Sesuai Dalam Penawaran

Barang Dari Pelaku Usaha Yang Tercantum Dalam Media Sosial”

12Ramadhan Wardhana, Dwi Desi Yayi Tarina, Perlindungan Konsumen Jual Beli Online
Masker Di Marketplace Facebook, Jurnal [lmu Hukum dan Humaniora(JUSTITIA), Vol. 8 No.
5 Tahun 2021, him. 1259.
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun

rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1.  Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas informasi yang tidak
sesuai dalam penawaran barang dari pelaku usaha yang tercantum
pada Marketplace Facebook ?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas informasi yang tidak sesuai
dalam penawaran barang dari pelaku usaha yang tercantum pada

Marketplace Facebook ?

Tujuan Penelitian
Bahwa dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen
atas informasi yang tidak sesuai dalam penawaran barang dari pelaku
usaha yang tercantum pada Marketplace Facebook.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa atas
informasi yang tidak sesuai dalam penawaran barang dari pelaku

usaha yang tercantum pada Marketplace Facebook.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1.  Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber
pengembangan ilmu bagi penulis untuk menambah pengetahuan, serta
menjadi wadah pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata
mengenenai  kajian  perlindungan hukum konsumen yang
memanfaatkan media sosial sebagai salah satu bentuk perdagangan
online (e-commerce). Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan terutama mengenai perlindungan konsumen atas
informasi yang tidak benar dalam penawaran barang oleh pelaku usah
di media sosial. Serta menjadi sumber kepustakaan dalam penelitian
selanjutnya sesuai kajian penelitian yang terkait.
2. Manfaat Praktis
a.  Bagi Pelaku Usaha
Sumber informasi dan acuan dalam penawaran barang oleh pelaku
usaha di media sosial, untuk mengurangi kerugian bagi kedua pihak
dalam transaksi online.
b.  Bagi Konsumen
Sarana edukasi mengenai mengenai perlindungan konsumen
terhadap informasi yang tidak benar dalam penawaran barang oleh

pelaku usaha di media sosial.
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c.  Bagi Pemerintah
Sebagai informasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan
terkait perlindungan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap
informasi yang tidak benar dalam penawaran barang oleh pelaku

usaha di media sosial

Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulisan pada
penelitian ini akan menitik beratkan kajian mengenai keabsahan jual beli
online pada Marketplace Facebook. Keabsahan tersebut berdasarkan hukum
positif di Indonesia serta Perlindungan Konsumen atas informasi yang tidak
benar dalam penawaran oleh pelaku usaha di media sosial yang ditinjau
berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU
No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Teknologi Elektronik.

Kerangka Teoritis
Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Teori Perlindungan Hukum
Philipus M. Hadjon, melalui buku "Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat", mencetuskan teori perlindungan hukum yang membedakan

antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan
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hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dan pelanggaran
hukum dengan tindakan pencegahan, sedangkan perlindungan hukum
represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi
melalui mekanisme hukum seperti peradilan'>.

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam
atau aliran hukum alam. Didalam aliran hukum alam menjelaskan
bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang berdasarkan asas
universalitas dan bersifat abadi, dimana antara hukum dan moral tidak
dapat dipisahkan. Aliran ini memandang hukum dan moral itu
merupakan suatu perwujudan aturan dari berbagai aspek kehidupan
manusia. Perlindungan hukum awalnya lahir karena adanya ketentuan
hukum yang timbul karena adanya kesepakatan masyarakat untuk
mengatur hidup bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa perlindungan
hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia
(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan
kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.!* Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan
bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat
secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

sosial.!’

13 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, (Yogyakarta, Graha Ilmu,
2010), h. 209

14 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

15 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung:
Alumni, 1991), hlm. 55.
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Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan pemerintah
yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang
represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
penangananya di lembaga peradilan.'®

Teori perlindungan hukum di Indonesia dilandaskan pada dasar
Negara Indonesia yakni Pancasila. Terdapat dua bentuk perlindungan
hukum, yaitu:!”

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang

diberikan pemerintah yang memiliki tujuan sebagai bentuk

pencegahan terjadinya sengketa konsumen atau pelanggaran
terhadap konsumen yang mengancam hak-hak konsumen oleh
pelaku usaha.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum

memiliki sifat menyelesaikan sengketa atau dapat dikatakan

bahwa sengketa konsumen tersebut telah terjadi. Perlindungan

hukum represif ini berbentuk sanksi, seperti denda, penjara dan

16 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk
Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, (Disertasi Doktor Universitas
Brawijaya, Malang, 2010), hlm. 18.

17 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, (Tesis
Magister Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), him. 14.
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hukuman tambahan yang diberikan. Penyelesaian sengketa ini

berada dalam ranah peradilan umum dan peradilan administrasi

di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum represif

konsumen dapat dilindungi apabila telah terjadi pelanggaran.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran wajib mengganti

kerugian kepada konsumen. Teori perlindungan hukum

digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan untuk membahas
bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada
konsumen yang menjadi korban atas informasi yang tidak sesuai
dalam penawaran barang dari pelaku usaha yang tercantum
dalam media sosial.

Teori Perjanjian

Suatu masyarakat hukum menjadikan hubungan satu sama lain
dengan membentuk suatu perjanjian dalam memenuhi kebutuhan
sehari harinya. Perjanjian yang dibentuk dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk pertukaran barang dan jasa dalam pemenuhan
kebutuhan dibidang ekonomi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang
perjanjian berupa “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh
dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang
tersebut didalam persetujuan”. Didalam Pasal 1313 KUH Perdata
dijelaskan pengertian dari perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau
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lebih”. Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.'® Lalu menurut R
Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum
mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji
untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji
sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.'” M. Yahya Harahap
berpendapat bahwa Suatu perjanjian merupakan hubungan hukum
antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak
untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memberi kewajiban pada
pihak lain untuk melaksanakan prestasi.?® Dapat diartikan dari
beberapa pendapat ahli tersebut perjanjian adalah suatu hubungan
hukum antara dua pihak yang berjanji mengikatkan dirinya secara
sadar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Terlihat adanya kaitan hukum yang timbul akibat dari perjanjian
yang dimana dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau
lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak
melakukan perbuatan tersebut. Suatu perikatan tersebut benar
dijelaskan dalam Pasal sedangkan perikatan lahir berdasarkan Pasal
1233 KUH Perdata: tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

persetujuan baik karena undang-undang. Dari ketentuan Pasal tersebut

18 R Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 1.
19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, ( Bandung: PT Sumur,1981),

hlm.9

20 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta, Rjagrafindo Persada, 2006),

hlm.1.
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terdapat dua sumber perikatan yang lahir dari adanya persetujuan atau
perjanjian dan yang lahir dari undang undang yang berlaku.?! Namun,
didalam KUH Perdata tersebut tidak memberikan pengertian tentang
suatu perikatan. Menurut Mariam Darus Badrulzam didalam Ilmu
Pengetahuan hukum dapat dijelaskan bahwa suatu perikatan adalah
hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di
dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas
prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.?? Teori
perjanjian digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan untuk
membahas bentuk perjanjian yang semestinya dicantumkan dalam

setiap informasi penawaran barang dalam transaksi di media sosial.

3.  Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang
dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian
sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non
litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui
litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak
yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak

membuahkan hasil. 23

2l Ketut Oka Setiawan, “Sumber Hukum Perikatan”,  https://bantuanhukum-
sbm.com/artikel-sumber-hukum-perikatan#, diakses pada 12 Maret 2022

22 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan
Penjelasan, (Bandung:Alumni,1996),Cetakan I, hlm. 1.

23 Ensiklopedia Dunia, https:/p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa,
diakses pada tanggal 9 Januari 2025, Pukul 07.05 WIB
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Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian
sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:
Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak
yang lain yang merupakan pihak konsultan

a. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan

untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama
yang lebih harmonis

b. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai

kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator

c. Konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator

yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan
mencapai kesepakatan di antara para pihak.

d. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang

bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di
luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam
penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya
mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah
penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya,

mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan >4

24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Pasal 1 angka 10
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G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis, sebagai
berikut:
1.  Jenis Penelitan
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah
berupa metode penelitan secara yuridis normatif. Jenis penelitian
yuridis normatif dimana hukum mengacu pada peraturan perundang
undangan tertulis yang berlaku di suatu wilayah hukum tertentu.
penilitan ini berpedoman pada kelompok masyarakat yang
memberikan nilai pantas pada perilaku manusia dalam menjalankan
kehidupan bermasyarakat?. Jenis penelitian hukum normatif
maksudnya penelitian ini didasarkan pada pendapat para ahli atau
doktrin serta asas asas yang berlaku didalam norma yang berlaku di
masyarakat.?
2. Pendekatan Penelitian
Dari jenis penilitan yuridis normatif yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka dari itu penulis memanfaatkan pendekatan
penelitian sebagai berikut :
a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approarch)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

memanfaatkan bahan hukum yang berasal dari perundang-

% Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

26 Ali Zainuddin, Metode Penelitian hukum, Edisi 1, Cetakanl1, (Jakarta:Sinaf Grafika,
2019), Him. 24.
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undangan yang dijadikan sumber utama dalam penelitian.?’
pendekatan  perundang-undangan  memerlukan  pemahan
mendalam terhadap asas-asas yang berada didalam peraturan
perundang-undangan.

b) Pendekatan Analsis
Pendekatan analisis merupakan jenis pendekatan pada penelitian
yang menggunakan sudut pandang terhadapan analisa
penyelesaian permasalahan penelitian yang dilihat berdasarkan
asas-asas dalam suatu perundang-undangan dan nilai yang
terkandung didalam norma-norma suatu aturan yang berkaitan
dengan konsep yang digunakan. Pendekatan konseptual
bersumber dari pandangan-pandangan (doktrin) para ahli
terhadap asas dan nilai yang berkembang pada ilmu hukum. 8

C) Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dipilih oleh
penulis untuk mendapatkan padangan terhadap masalah yang
diteliti berdasarkan kasus atau kejadian yang terjadi dilapangan.
Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap

norma dalam suatu aturan hukum.?®

27 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 14.

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), hlm. 135.

2 Johnni Ibrahmim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Publishing, 2006), hlm. 321.
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3.  Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis
normatif ini, penulis memilih untuk menggunakan bahan hukum yang
diperoleh melalui penelaahan terhadap bahan hukum yang diperoleh
atau studi pustaka terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang penulis
gunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
dan bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer
terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim.** Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan
penulis adalah sebagai berikut:
a.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad Nomor
23 Tahun 1847
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas
perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 166.
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c.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)
d.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222)
e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1039)
f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.
2)  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder tulisan hukum yang telah dipublikasi
dan tulisan tersebut bersifat tidak resmi. Tulisan yang telah dipublikasi
tersebut terdiri atas buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal dan
publikasi ilmiah.3! Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam
penelitian ini berkaitan dengan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum
yang memiliki kaitan terkait perlindungan konsumen serta penelitian
terdahulu yang mengulas mengenai masalah hukum terkait dengan
penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

31 Zainuddin Ali, Metode Penilitian Hukum, Edisi 1, Cetatakan 11 (Jakarta: Sinar Grafika,
2019), him. 48.
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berasal dari
kamus-kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan masih banyak
lagi. Bahan hukum itu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder. Apabila dipandang perlu dalam suatu penelitian
dapat menggunakan bahan non-hukum berupa buku-buku atau jurnal
ilmu politik, ekonomi, sosial, filsafat dan sebagainya, yang memiliki
relevansi dengan permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi
dan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah
studi Pustaka (library research) yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, jurnal, buku-buku, artikel, dan sumber lainnya
dibidang hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.?

5.  Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan
hukum dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis
kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data hukum
primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan masalah
dalam penelitian ini. Lalu bahan yang telah dikumpulkan dibahas
dengan mengacu pada landasan teori.’* Bahan tersebut selanjutnya

diolah dan diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan dari

32 Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2018), hlm. 75.

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), him. 182.
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kesimpulan tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan dan
deskriptif.
Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan
kesimpulan secara deduktif, yaitu memahami suatu permasalah yang
bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang

bersifat khusus.?*

3% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3, (Jakarta: UI-Press,2006)

hlm. 11.
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